BAB I
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Profil Yayasan Setara

Yayasan Setara yang berada di JI. Sampangan Baru Blok A No. 14
Sampangan, Semarang, didirikan oleh Prof Dr. Dewanto Med; Dr. Esmi
Warasih; Frieda NRH; Drs. Darmanto Jatman, SU; Andriani Sumampau;
Mohammad Farid; Odi Shalahuddin; Winarso. Yayasan Setara adalah sebuah
organisasi non pemerintah yang bekerja pada isu hak-hak anak. Pendirian ini
diawali dari pelaksanaan program anak jalanan yang telah dilakukan sejak 1993
oleh seorang pekerja sosial yang kemudian berkembang dilakukan oleh
kelompok Kkerja, dan selanjutnya menjadi Yayasan Setara. Yayasan Setara
didirikan pada tanggal 11 Maret 1999 dan diaktanotariskan pada tanggal 21 April
1999.%°

Yayasan Setara memiliki program yang diawali dari program anak jalanan
yang telah dimulai sejak tahun 1993. Program ini dilaksanakan oleh seorang
pekerja sosial yang bekerja secara individual, yakni Winarso, dengan wilayah
kerja di seputaran Kawasan Pasar Johar. Pada tahun 1999, Yayasan Setara
membuat penelitian tentang anak jalanan perempuan, yang keberadaannya
dinilai sangat menonjol di Semarang, yang hasilnya digunakan untuk
mengembangkan program intervensi khusus bagi mereka. Yayasan Setara

kemudian membuat shelter khusus untuk anak jalanan perempuan. Berpijak dari

8 https://yayasansetara.org/., diakses pada 8 Agustus 2021, pukul 00.58 WIB.
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hasil penelitian itu, Yayasan Setara mulai memberikan perhatian khusus
terhadap kerentanan anak jalanan terhadap ancaman dijerumuskan ke prostitusi
dan bentuk eksploitasi lainnya.®®
Struktur Organisasi Yayasan Setara diketuai oleh Dedy Prasetio, yang
bertugas untuk memimpin dan menentukan keputusan organisasi. Setelah itu ada
Odi Shalahuddin sebagai sekertaris yang bertugas mencatat kegiatan yang
dilakukan organisasi seperti hasil rapat dan agenda kegiatan yang akan
dilakukan. Hening Budiyawati sebagai bendahara yang bertugas mencatat
keuangan Yayasan Setara. Hal tersebut di atas merupakan struktur pengurus
Yayasan Setara. Kemudian ada juga struktural staf pelaksana di Yayasan Setara,
yaitu Manager Program: Yuli Sulistiyanto; Manager Keuangan: Hanna
Rediningrum; Staf Bidang Kesekretariatan, Rumahtangga, dan Perpustakaan:
Yaniek Romdonah; Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Kerjasama: Al
Huda; Staf Bidang Forum dan Kelompok Anak: Syamima Dzati Dini; Staf
Bidang Penanganan Kasus: Siti Utami; Staf Bidang Data dan Pengembangan:
Ria Susanty.®’
2. Visi dan Misi Yayasan Setara
Sebagai sebuah yayasan sosial, Yayasan Setara tentunya mempunyai
visidan misi yang hendak dicapai. Adapun visi Yayasan Setara adalah

“Memajukan anak-anak serta mengadakan program-program yang dapat

% https://yayasansetara.org/program/, diakses pada 8 Agustus 2021, pukul 01.00 WIB.
67 https://yayasansetara.org/., diakses pada 8 Agustus 2021, pukul 01.11 WIB.
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memberikan pelayanan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan
khusus”. Selanjutnya, misinya adalah:
a Memberikan pelayanan langsung dan perlindungan terhadap anak,
Khususnya anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
b. Mempromosikan penghormatan terhadap hak-hak anak.
. Program Kerja Yayasan Setara
Program Kerja Yayasan Setara memiliki beberapa program kerja yang dapat
diuraikan sebagai berikut:
a Program Anti Eksploitasi Seksual Anak Online
b. Program Anti Perdagangan Anak
¢. Program Anak yang Berkonflik dengan Hukum
d.  Program Anti Kekerasan
Untuk menjalankan program-program tersebut, Yayasan Setara saat ini
secara rutin melakukan pendampingan di sekolah-sekolah tingkat dasar.
Pendampingan tersebut dilakukan supaya tidak terjadi tindak kekerasan bagi
anak-anak. Mengingat anak-anak rentan terhadap kekerasan, baik kekerasan
fisik, kekerasan psikis maupun kekerasan seksual. Sasaran dalam pendampingan
tersebut adalah anak-anak Sekolah Dasar yang duduk di bangku kelas 4, 5, dan
6. Sekolah yang menjadi objek pendampingan adalah sekolah-sekolah yang
berada di lingkungan yang rentan terhadap kekerasan anak maupun eksploitasi
anak. Pendampingan tersebut dilakukan pada siang hari seusai jam sekolah.
Kemudian pada sore hari dilakukan pendampingan di lingkungan masyarakat

yang berada di daerah rentan pula.
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4. Data ABH yang Didampingi oleh Yayasan Setara
Selama Tahun 2018-2020 berikut adalah jumlah Anak Yang Berhadapan
dengan Hukum yang didampingi oleh Yayasan Setara

Tabell. Data ABH yang didampingi oleh Yayasan Setara

No ABH yang
didampingi  oleh 2018 2019 2020
Yayasan Setara L P = P L P
il ABH 1 - 2 1 2 -
2 Korban 1 - 2 1 1 1
3 Saksi % 1 - 2 1 1
Jumlah 3 2 4 4 4 2

Sumber : Yayasan Setara Kota Semarang 2018-2020
Keterangan: L (laki-laki), P (perempuan).

Dari data diatas jumlah penerima manfaat dari tahun 2018, 2019 dan 2020
berjumlah 19 orang, laki laki berjumlah 11 orang dan perempuan berjumlah 8
orang yaitu: anak yang berhadapan dengan hukum di tahun 2018, 2019 dan 2020
berjumlah 7 orang, anak sebagai korban ditahun 2018, 2019 dan 2020 berjumlah

6 orang, anak sebagai saksi di tahun 2018, 2019 dan 2020 berjumlah 6 orang.%®
Berikut ini merupakan contoh kasus yang ditangani oleh Yayasan Setara Kota
Semarang terhadap seorang anak bernama AR, 14 Tahun. Kasus ini
ditangani sejak Februari 2019 sampai April 2019. Adapun posisi Kasusnya
adalah sebagai berikut: Korban (AR) adalah seorang anak dari keluarga yang

tidak mampu karena ayah AR merupakan seorang kuli angkut diPelabuhan

%8 Hasil wawancara penulis dengan Siti Utami, Staff Bidang Penanganan Kasus pada tanggal
25 Mei 2021 di Yayasan Setara Kota Semarang.
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Tanjung Emas Semarang. Oleh sebab itu AR tidak mendapatkan fasilitas yang
layak dari kedua orang tuanya.

AR sudah mulai bekerja dari umur 9 tahun, oleh ibunya AR diajak bekerja
di pasar untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari sebagai tukang bantu ibu-
ibu pasar yang belanjaannya banyak (kuli angkut pasar). Ibunya adalah seorang
Penjual Sayur (dengan dagangan seadanya) sehingga AR tidak dapat
meneruskan sekolahnya karena keterbatasan ekonomi. Di pasar itulah kemudian
AR mengenal teman-teman yang merupakan seorang pengamen dan tukang
parkir di pasar. Teman-teman pengamennya mengatakan bahwa penghasilan dari
mengamen lebih besar dari penghasilan AR dan mengajaknya bergabung
menjadi pengamen. AR kemudian mengikuti teman-teman pengamennya itu
sampali ke berbagai wilayah Kota Semarang.

Dari perjalanan mengamennya itu saat melihat kesempatan, teman-teman
AR menyuruhnya untuk ikut mencuri burung hias yang ternyata berharga mahal
di salah satu rumah warga saat mengamen. AR pun ditantang mentalnya apakah
berani mencuri atau tidak, AR kemudian melakukannya, dan tertangkap basah
warga saat sedang melakukan aksinya. AR pun sempat dipukuli oleh warga yang
sudah geram karena beberapa kali menjadi korban pencurian burung. Setelah itu
AR kemudian dibawa ke kantor polisi. Di kantor Polisi AR mengaku disuruh
oleh teman-temannya, tetapi Polisi mendapat keterangan dari warga bahwa AR
melakukan aksinya sendirian. Belakangan diketahui bahwa teman-teman AR

memang berniat untuk menjerumuskan AR dengan ditantang untuk mencuri.
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Teman-temannya sendiri diketahui pergi meninggalkan AR pada saat AR sedang
berjalan menuju rumah di mana AR akan melakukan aksinya.

Berawal dari peristiwa terebut, Yayasan Setara Kota Semarang dihubungi
oleh Pihak Kepolisian Sektor Semarang Utara dan diminta untuk melakukan
pendampingan. Kemudian tim dari Yayasan Setara Kota Semarang melakukan
pendampingan dalam proses hukum yang dialami oleh AR sejak pemeriksaan
sampai tahap putusan. Berikut pendampingan yang dilakukan Yayasan Setara
Kota Semarang.

Pada tahap pemeriksaan terkait olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), AR
ditempatkan di Yayasan Setara selama menjalani rekontruksi atau olah kejadian
perkara di tempat kejadian perkara. Setelah olah TKP selesai, dilanjutkan proses
diversi, selama proses diversi AR ditempatkan pada Yayasan Setara Kota
Semarang. Penempatan tersebut atas perintah dari pihak kepolisian dan usulan
dari tim Yayasan Setara Kota Semarang.%® Alasan penempatan AR selama proses
diversi pada Yayasan Setara Kota Semarang ini adalah sebagai upaya dan
pengawasan terhadap hak-hak AR tetap terpenuhi baik sebagai anak berhadapan
dengan hukum, termasuk memberi kesempatan AR untuk bertemu dengan pihak
keluarga AR.

Dalam proses diversi, selain Yayasan Setara banyak pihak yang terlibat
yaitu: AR, orang tua AR, korban, pihak kepolisian dan saksi-saksi yaitu anggota
masyarakat setempat di sekitar lokasi kejadian. Dalam proses diversi tersebut,

AR menyatakan menyesali perbuatan yang sudah dilakukan, meskipun

%9 Ibid.
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perbuatan yang dilakukannya tidak sepenuhnya berasal dari niat yang timbul dari
dirinya melainkan tantangan dari teman-temannya. AR juga berjanji akan
berusaha mengembalikan burung yang sudah dicuri oleh teman-temannya. Akan
tetapi, proses diversi tidak mencapai kesepakatan karena pihak korban tidak
yakin atas ucapan AR mengingat gerombolan pengamen yang menyuruh AR
untuk mencuri burung sudah meresahkan masyarakat dan sering tertangkap
basah mencuri, maka diputuskan kasus dilanjutkan melalui persidangan di
pengadilan.”™

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap AR dilakukan dengan
hakim majelis tanpa menggunakan atribut persidangan maupun pakaian dinas
berguna untuk menciptakan suasana ramah bagi anak. Hakim dalam memeriksa
perkara AR dilakukan dalam ruang sidang anak yang berbentuk melingkar
dengan demikian tidak menimbulkan suasana tegang, dan dalam sidangnya
dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam
proses persidangan, hakim memerintahkan orang tua/wali AR dan pendamping
dari tim Yayasan Setara Kota Semarang untuk mengemukakan hal-hal yang
dapat meringankan hukuman AR dalam hal ini tentu saja hak-hak AR sebagai
anak secara umum dan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Yayasan Setara Kota Semarang pada proses persidangan ini berperan
sebagai pendamping bukan sebagai penasehat hukum/pengacara AR. Peran

pendampingan ini dilakukan agar hak-hak AR sebagai Anak yang Berhadapan

0 Ibid.
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dengan Hukum terpenuhi dari tahap penyidikan hingga tahap penuntutan, selain
itu juga agar dapat mengajukan permohonan keringanan hukuman.

Hakim sebelum memutus, memberikan kesempatan kepada orang tua/wali
AR dan tim Yayasan Setara Kota Semarang sebagai pendamping untuk
mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi AR. Pada kesempatan ini
dimanfaatkan oleh orangtua AR melalui Tim Yayasan Setara menyampaikan
harapannya agar AR bisa sekolah dan bisa bertemu orangtuanya.”* Setelah
menyampaikan harapan dan keinginan tersebut, majelis hakim kemudian
membacakan putusan pengadilan yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk
umum dan tidak dihadiri oleh AR.

Jaksa menuntut AR dengan hukuman penjara selama 7 tahun karena
melanggar Pasal 363 KUHP yaitu “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau
lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan
kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan
merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”’?. Di dalam persidangan, majelis
hakim akhirnya memvonis AR dengan 2 (dua) bulan kurungan penjara. Pihak
Keluarga AR pun menerima putusan ini karena vonis pegadilan dikurangi
dengan masa tahanan yang sudah dijalani AR dan impas. AR pun langsung dapat

menghirup udara bebas setelah mendapatkan vonis tersebut.

" Ibid.
72 Pasal 363 KUHP
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Setelah putusan peradilan, Yayasan Setara Kota Semarang masih
menghubungi AR demi menjaga kondisi psikologisnya, dengan cara tetap
mengunjungi AR dan berperan sebagai “kakak” bagi AR, mengikutkan AR
dengan kelas atau kursus keterampilan yang digemari oleh AR. Pendampingan
tersebut berguna untuk AR ketika kembali ke masyarakat agar tidak dipandang
rendah. Yayasan Setara Kota Semarang juga berkordinasi dengan orangtua/wali
AR dan lingkungan AR dengan cara mendatangi dan memberi pengertian
orangtua AR dan kepala lingkungan (RT/RW) tempat AR tinggal guna untuk
mencegah agar kejadian seperti yang AR lakukan tidak terulang lagi. Dalam hal
ini Yayasan Setara Kota Semarang juga mengajak AR untuk bergabung dengan
komunitas musik yang berisi anak-anak jalanan yang berguna untuk
mengembangkan hobi/kesenangan AR agar lebih terpantau dan tidak mengamen
yang berakibat menjerumuskan AR dengan anak-anak jalanan yang lain.
Kemudian dalam hal pendampingan untuk orangtua/wali AR hanya sekedar
memberikan pengertian bahwa pengawasan terhadap AR lebih ditingkatkan dan
tidak menjatuhkan mental AR karena masalah yang sudah dilalui AR, juga
berkordinasi dengan orangtua/wali AR untuk mencegah agar tidak terulang lagi

kejadian tersebut™.

73 Hasil wawancara penulis dengan Siti Utami, Staff Bidang Penanganan Kasus pada tanggal 25
Mei 2021 di Yayasan Setara Kota Semarang.

43



B. Pembahasan
1. Peran Yayasan Setara Kota Semarang dalam memberikan perlindungan
terhadap anak yang melakukan tindak pidana
Pembahasan peran Yayasan Setara Kota Semarang anak dalam memberikan
perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana akan dilakukan
berdasarkan pendampingan terhadap ABH dalam kasus yang diteliti yang
meliputi tahap pemeriksaan, diversi, proses peradilan dan setelah peradilan.
a. Tahap Pemeriksaan
Berdasarkan hasil penelitian, Yayasan Setara telah mendampingi AR
selama proses pemeriksaan sejak interogasi dan olah tempat kejadian perkara.
Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, “Setiap anak selama
dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang
bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari
perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan
perlakuan salah lainnya”
Menurut penulis, proses pendampingan ini juga telah memenuhi hak-hak
AR sebagai anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan
perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-
Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, "

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada

74 pasal 59 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
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anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,
anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara
ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang
menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan
zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan
perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak
yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan
penelantaran.

Dengan demikian proses pendampingan ini menunjukkan bahwa
Yayasan Setara telah menjalankan perannya dalam memberikan
pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan
mengupayakan agar hak-hak AR sebagai anak yang berkonflik dengan hukum
terpenuhi.

b. Diversi
Diversi adalah penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi) melalui
keadilan restoratif. Diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian
masalah-masalah anak yang diduga melakukan tindak pidana formal ke
penyelesaian damai.

Pada Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,

disebutkan tujuan diversi, yakni antara lain:"®

1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;

3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Berdasarkan kasus yang diteliti, Yayasan Setara Kota Semarang sudah

berupaya untuk mendampingi AR dan menyelesaikan kasus tersebut melalui

5 Pasal 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
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diversi. Peran ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “(1)
Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di
pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. (2) Diversi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang
dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Menurut penulis, meskipun upaya diversi tidak mencapai kesepakatan
atau gagal, proses pendampingan yang dilakukan oleh Yaysan Setara sudah
menunjukkan bahwa Yayasan Setara Kota Semarang sudah menjalankan
perannya memenuhi hak-hak yang harus diperoleh AR sama seperti yang
tertulis dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.23 Tahun2002
Tentang Perlindungan Anak,’®

(D Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang
berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana,
merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan
masyarakat.

@ Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

1. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan
hak-hak anak;

2. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

3. penyediaan sarana dan prasarana khusus;

4. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi
anak;

5. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap
perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

6. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan
orang tua atau keluarga; dan

76 Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

46



7. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massadan
untuk menghindari labelisasi.

c. Proses Peradilan
Mengingat proses diversi tidak mencapai kesepakatan, maka tahap
berikutnya adalah pemeriksaan di persidangan. Berdasarkan kasus yang
diteliti, Yayasan Setara Kota Semarang tetap mendampingi AR melalui
proses peradilan. Yayasan Setara Kota Semarang tetap memperhatikan hak-
hak yang harus diperoleh AR mulai dari penyidikan hingga tahap
penjatuhan hukuman karena AR terancam 7 (tujuh) tahun kurungan penjara.
Dalam hasil wawancara penulis dengan Yayasan Setara Kota
Semarang, sebagai berikut:

Peran Yayasan Setara dalam proses peradilan, Yayasan Setara
mendampingi AR hingga ke pengadilan. Dalam persidangan, hakim
mempersilahkan Yayasan Setara untuk menyampaikan apa yang
dapat memperingan hukuman AR, dalam hal ini Yayasan Setara baru
menyampaikan hak-hak AR jika diminta oleh hakim, karena
Yayasan Setara sifatnya hanya memberikan pendampingan Non
Litigasi. Serta proses persidangan ditempatkan di ruang sidang anak

yang berada di Pengadilan Negeri Semarang’’.

Keputusan untuk menentukan sanksi pidana terhadap AR sepenuhnya
berada di tangan hakim, Yayasan Setara tidak dapat mempengaruhi
keputusan hakim, akan tetapi Yayasan Setara telah menyampaikan hal-hal
yang sekiranya dapat meringankan hukuman AR yang sebelumnya divonis

7 tahun penjara sehingga menjadi 2 (dua) bulan kurungan penjara, dan

menempatkan AR pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

7 Hasil wawancara penulis dengan Siti Utami, Staff Bidang Penanganan Kasus pada tanggal
25 Mei 2021 di Yayasan Setara Kota Semarang.
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(LPKS). Hal ini merupakan hasil dari bentuk upaya pendampingan Yayasan
Setara Kota Semarang dalam memperjuangkan hak-hak AR, antara lain: hak
untuk bertemu keluarga, hak untuk mendapat perlindungan (protection
rights) yang meliputi hak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi,
hak untuk memperoleh pendidikan dengan tetap melanjutkan bersekolah,
hak untuk memperoleh kesehatan jasmani, hak untuk beribadah, dan lain-
lain.

Menurut penulis, langkah Yayasan Setara Kota Semarang dalam
mendampingi AR dalam proses peradilan telah sesuai dengan tugas dan
fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No.11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’®:

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi,
Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga
Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat
atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan
kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana
kekeluargaan tetap terpelihara.

Melalui pendampingan tersebut, Yayasan Setara telah berupaya
menjamin hak-hak AR sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum
untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana yang diatur di dalam
Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak” menyampaikan, ‘“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk

perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu

78 pasal 18 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
79 Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
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untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman Yyang
membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.

Keputusan Hakim yang menjatuhkan putusan pidana 2 bulan penjara
dari tuntutan jaksa 7 tahun pidana penjara merupakan putusan yang
memperhatikan asas kepentingan terbaik anak menurut Asas perlindungan
anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam
Konvensi Hak-Hak Anak, khususnya prinsip kepentingan terbaik bagianak
yang diatur di dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak dan diuraikan dalam
penjelasannya yang menyatakan:

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam
semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh
pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif,
maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi
pertimbangan utama.

Berdasarkan kasus tersebut, pendampingan yang dilakukan oleh
Yayasan Setara merupakan perwujudan peran dari Lembaga Perlindungan
Anak, seperti pada Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No0.35 Tahun
2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak,

(D Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik
secara perseorangan maupun kelompok.

@ Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan
anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan,
lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

Peran yang dilakukan oleh Yayasan Setara sebagaimana tertulisdalam

Undang-Undang Perlindungan Anak bersifat imperatif, artinya terdapat

suatu perintah yang dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang tersebut.
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d.

Setelah Proses Persidangan

Setelah anak yang berhadapan dengan hukum selesai menjalani atau
bebas dari segala tuntutan hukumnya, Yayasan Setara Kota Semarang juga
mempunyai peran mendampingi anak dalam proses reintegrasi sosial.
Pendampingan ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: pendekatan pada
anak, orangtua dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping dari Yayasan Setara
diketahui bahwa AR ini mengalami perasaan kurang percaya diri terutama
setelah terlibat dalam tindak pidana dan harus menjalani berbagai proses
dari pemeriksaan oleh penyidik, diversi dan pemeriksaan di pengadilan.®
Oleh karena itu perlu dilakukan pendampingan terhadap AR setelah selesai
menjalani masa tahanan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial (LPKS), Yayasan Setara Kota Semarang menyatakan bahwa:

Kami melakukan pendampingan agar AR tidak minder atau merasa
malu saat kembali ke masyarakat dengan memberikan kesempatan
yang seluas-luasnya kepada AR untuk mengemukakan
pendapatnya dan mengekspresikan dirinya secara bebas, dengan
berdiskusi yang bertujuan membentuk pribadi AR menjadi lebih
baik lagi.*

Pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Setara hanya dilakukan

setiap akhir pekan dengan cara mengajak AR untuk membuat agenda harian

yang dilakukan AR, guna untuk mengontrol kegiatan-kegiatan yang

80 Hasil wawancara penulis dengan Siti Utami, Staff Bidang Penanganan Kasus pada tanggal
25 Mei 2021 di Yayasan Setara Kota Semarang.

81 1bid.
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dilakukan AR dalam seminggu, pendampingan yang dilakukan Yayasan
Setara hanya berkala dan tidak sampai AR berumur 18 tahun.

Hasil wawancara penulis dengan Yayasan Setara Kota Semarang
sebagai berikut:®?

Yayasan Setara Kota Semarang juga memberi masukan dan arahan
hanya saat pendampingan yang dilakukan Yayasan Setara kepada
AR, dengan cara meminta orangtua AR untuk memantau,
mendampingi, dan membina AR dengan menempatkan dirinya
sebagai sahabat dan menempatkan anak sebagai manusia yang
pantas untuk dihormati serta menanamkan rasa tanggung jawab
pada AR agar tidak merasa asing dan terbuang dari lingkungan
sosialnya.

Menurut penulis, langkah yang ditempuh Yayasan Setara Kota
Semarang dalam mendampingi anak dan orangtua setelah anak keluar dari
lembaga permasyarakatan setelah menjalani proses peradilan yaitu mencari
dukungan dari berbagai pihak yang terkait dalam penyelesaian masalah
anak, dalam hal ini orangtua anak dan masyarakat disekitar tempat anak
tinggal, untuk ikut berpartisipasi bersama-sama, memantau, mendampingi
dan membina agar anak pulih dari kejahatan kriminal dan tidak
mengulanginya kembali dikemudian hari.

Pentingnya melibatkan orangtua dalam hal ini karena dalam Undang-
Undang Perlindungan Anak telah diatur kewajiban dan tanggung jawab
orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Melalui Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:®

82 1hid.
83 Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
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() Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

2.menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat,
dan minatnya; dan

3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

@ Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya,
atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan
tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada
keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Begitu pula dengan kewajiban dan tanggung jawab mayarakat, dalam
hal ini sudah diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang No.23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak®, yang berbunyi “Kewajiban dan tanggung
jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui
kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.

2. Kendala yang Dialami oleh Yayasan Setara Kota Semarang dalam
Memberikan Perlindungan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak
Pidana

Berdasarkan hasil penelitian maka kendala yang dialami oleh Yaysan Setara
Kota Semarang dalam menjalankan tugasnya mendampingi anak berkonflik
dengan hukum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: faktor internal dan faktor
eksternal.

1. Faktor Internal

Salah satu indikator penyebab terhambatnya pembelaan anak berhadapan

dengan hukum oleh Yayasan Setara Kota Semarang adalah adanya faktor

84 Pasal 25 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
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internal, yaitu: keterbatasan tenaga pendamping dan anggaran. Adapun

pembahasannya adalah sebagai berikut.

a) Tenaga Advokasi yang Kurang

Terkait dengan kasus yang diteliti tidak ditemukan kendala mengenai
keterbatasan tenaga pendamping karena pada saat laporan diterima dari
pihak kepolisian, Yayasan Setara tidak atau sedang melakukan
pendampingan anak yang lain, maka dari itu tim Yayasan Setara dapat
mendampingi kasus di atas mulai dari proses pemeriksaan hingga tahap
penuntutan. Akan tetapi secara umum hal tersebut yang menjadi salah satu
kendala Yayasan Setara Kota Semarang dalam memberikan perlindungan,
jika kasus anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban dan/atau anak
saksi jumlahnya banyak dan waktu terjadinya berdekatan.®®

Dalam hal kasus anak yang masuk sesuai rata-rata yakni sekali dalam
sebulan maka tenaga pendamping anak yang berjumlah dua orang dari
delapan staff yang ada, tidak menjadi kendala bagi Yayasan Setara Kota
Semarang. Kekurangan tenaga pendamping anak menjadi masalah bagi
Yayasan Setara Kota Semarang apabila kasus yang masuk bisa lebih dari
satu kasus pada tiap bulannya.

Oleh karena itu, agar lebih optimal dalam melakukan pendampingan
maka diperlukan tambahan tenaga pendamping. Selama ini upaya yang
ditempuh oleh yayasan setara mengatasi hal ini adalah dengan cara

menunggu laporan dari pihak kepolisian, masyarakat dan/atau orangtua

8 1bid.
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anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendampingi anak yang

berhadapan dengan hukum.®

Menurut penulis, untuk mengatasi kendala ini maka Yayasan Setara

Kota Semarang bisa melakukan koordinasi dengan lembaga swadaya

masyarakat yang lain dan dinas terkait, misalnya: dinas sosial, dinas

pemberdayan perempuan dan perlindungan anak. Upaya ini perlu dilakukan

agar anak yang membutuhkan perlindungan tetap terpenuhi hak-haknya.

Dengan tetap berkoordinasi maka Yayasan Setara Kota Semarang tetap

menjalankan perannya sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No.23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak®’, sebagai berikut:

(1).

Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan
anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

(2). Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3).

(4).

(1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak
terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat,
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja
sama dengan berbagai pihak yang terkait.

Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan
oleh Menteri Sosial.

Selain itu, Yayasan Setara Kota Semarang juga dapat mengikutsertakan

relawan dalam mendampingi tenaga pendamping Yayasan Setara,

Khususnya dalam proses diversi, tentunya tetap dengan pengawasan oleh tim

Yayasan Setara Kota Semarang.

8 1bid.

87 Pasal 55 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
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b) Minimnya Anggaran

Dalam kasus yang diteliti, Yayasan Setara Kota Semarang tidak
mengalami persoalan yang terkait dengan anggaran karena penanganan
kasus tidak dipungut biaya sejak pemeriksaan sampai dengan diputusnya
kasus oleh pengadilan, karena dalam kasus yang diteliti biaya berperkara
dilakukan dengan cara prodeo dengan syarat-syarat ketententuan yang sudah
ada.

Akan tetapi, secara umum Yayasan Setara Kota Semarang mengalami
kendala berupa minimnya anggaran jika kasus anak yang dilaporkan dan
membutuhkan pendampingan jumlahnya banyak. Sebagaimana sudah
disampaikan sebelumnya, Yayasan Setara tidak memungut biaya advokasi
atau gratis.

Dalam menjalankan pendampingan pada kasus ini Yayasan Setara Kota
Semarang memanfaatkan bantuan hukum cara prodeo yang difasilitasi oleh
negara sehingga AR dapat berperkara di pengadilan secara gratis,
sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 angka (2) dan (4) Peraturan Mahkamah
Agung No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan®, berbunyi:

(2). Layanan pembebasan biaya perkara berlaku pada tingkat pertama,
tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sementara
sidang diluar gedung pengadilan dan posbakum pengadilan hanya
berlaku pada tingkat pertama;

(4). Layanan pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung
biaya proses berperkara di pengadilan sehingga setiap orang atau

88 Pasal 1 angka (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
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sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat
berperkara secara cuma-cuma.

Menurut penulis, Yayasan Setara Kota Semarang telah memanfaatkan
perannya dalam mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang
tidak mampu dengan mengupayakan agar Anak yang Berhadapan dengan
Hukum mendapatkan layanan berperkara secara prodeo, sehingga kendala
yang dihadapi oleh Yayasan Setara mengenai minimnya anggaran dapat
teratasi sehingga Anak yang Berhadapan dengan Hukum tetap mendapatkan
hak-haknya dan perlindungan khusus.

2. Faktor Eksternal

Faktor kendala eksternal yang dialami oleh Yayasan Setara Kota Semarang
dalam menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan terhadap anak

berhadapan dengan hukum adalah:

a) Faktor Peran Keluarga

Peran keluarga dalam mendampingi anak adalah sebagai media dalam
menanamkan nilai sosial dan budaya sedini mungkin, memberi sarana untuk
mengembangkan kemampuan anak. Hubungan orangtua dan anak sangat
penting untuk membangun rasa percaya diri pada anak dan orang lain, selain
itu juga dapat membantu perkembangan sosial dan emosional pada diri anak.

Dalam kasus yang diteliti, kendala yang dihadapi Yayasan Setara Kota

Semarang dalam melakukan pendampingan yaitu peran keluarga AR, karena
sebelum pihak kepolisian menghubungi Yayasan Setara Kota Semarang,
orangtua AR sempat menolak pendampingan yang akan dilakukan Yayasan

Setara Kota Semarang karena alasan tidak punya biaya. Orang tua AR setuju
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setelah Yayasan Setara Kota Semarang memberitahu bahwa tidak memungut
biaya pendampingan, dalam hal ini kordinasi orangtua AR dan Yayasan
Setara Kota Semarang termasuk susah, karena peran orangtua AR yang
bersifat pasif, hanya menunggu kabar dari Yayasan Setara Kota Semarang
terkait jadwal hukum yang sedang dilakukan AR, dari tahap pemeriksaan
hingga putusan. Setelah AR selesai menjalani masa hukumannya, tim
Yayasan Setara Kota Semarang melakukan pendampingan dengan cara
memberikan pengertian untuk orangtua AR karena peran orangtua AR lah
yang sangat penting untuk mengubah AR dan masa depannya, dari
pendampingan tersebut orangtua AR baru menyadari peran dan tindakannya
sangat berdampak pada AR.

Menurut penulis, keberhasilan tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh
beberapa faktor, salah satunya adalah: faktor keluarga. Pembentukan karakter
dan proses tumbuh kembang anak pertama dimulai dari lingkungan keluarga,
anak-anak harus dipersiapkan untuk tumbuh menjadi pribadi yang kompeten
dan dapat membuat keputusan sendiri. Proses tersebut didapatkan anak sedini
mungkin tergantung pada lingkungan tempat tinggal anak dibesarkan. Hal
tersebut seperti apa yang sudah tertulis pada Pasal 26 Undang-Undang No.23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

(1). Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat,
dan minatnya; dan
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
(2). Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya,

atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan
tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab
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sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada
keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

b) Faktor Peran Masyarakat

Peran serta masyarakat sangat membantu untuk proses pendampingan
anak berhadapan dengan hukum, oleh karena itu masyarakat turut menjadi
kunci suksesnya proses peradilan atau diversi yang dilakukan Yayasan Setara
Kota Semarang.®®

Dalam kasus yang diteliti, kendala yang dialami Yayasan Setara Kota
Semarang dari masyarakat tempat tinggal AR adalah stigma yang diberikan
pada AR sudah buruk, karena AR sering bermain dengan anak-anak yang
rata-rata pengamen jalanan, pendampingan yang dilakukan tim Yayasan
Setara Kota Semarang adalah mendatangi kepala RT/RW tempat AR tinggal
dan memberikan pengertian betapa pentingnya peran dari masyarakat tempat
tinggal AR untuk mengubah masa depan AR, meminta agar AR diajak ikut
kegiatan karang taruna setempat dan meminta untuk bersama-sama
memantau aktifitas AR.

Soerjono Soekanto berpendapat, “tampaknya dukungan sosial dari
masyarakat harus dilihat dari perspektif apriori dan aposteriori. Pandangan
apriori seringkali diperoleh dari mereka yang tidak pernah secara langsung
menangani proses penyelesaian kasus, sedangkan mereka yang pernah

mengalaminya memiliki pandangan aposteriori”.%°
g y p gan ap

89 Hasil wawancara penulis dengan Siti Utami, Staff Bidang Penanganan Kasus pada tanggal
25 Mei 2021 di Yayasan Setara Kota Semarang.

90 Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, 1987, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat,
Jakarta: Rajawali, him. 233.

58



Menurut penulis, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran
serta atau partisipasi masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam
berbagai bentuk oleh suatu kelompok atau individu untuk kepentingan
bersama sesuai dengan norma yang ada. Dalam hal ini masyarakat
mempunyai peran penanggulangan atau pencegahan sebelum tindak pidana
terjadi, sama seperti yang tertulis dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang No0.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak®!:

1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan
anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam
penyelenggaraan perlindungan anak.

2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dilaksanakan dengan melibatkan organisasi
kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Menurut penulis, dalam melakukan sosialisasi Yayasan Setara Kota
Semarang dapat mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam menjaga
atau mencegah agar anak-anak tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh
peraturan perundang-undangan. Peran serta ini dapat dilakukan dan dimulai
melalui kepala RT/RW masing-masing hingga ke tingkat kelurahan, dengan
melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga hak tumbuh dan
berkembang dalam lingkungannya dan menjaga anak dari pengaruh arus

globalisasi internet yang buruk dan semakin cepat mempengaruhi anak.

Sosialisasi tersebut dapat juga masuk ke lingkungan pendidikan dengan

91 pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

59



sasaran anak-anak sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas
melalui seminar offline ataupun datang ke sekolah langsung. Dalam program
pencegahan yang membutuhkan peran masyarakat Yayasan Setara Kota
Semarang tetap menjalin kordinasi antara perwakilan kepala daerah, polisi
atau TNI yang berada dalam suatu daerah tersebut. Sama seperti yang tertulis
dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak®?,
“negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orangtua
atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

perlindungan anak”.

92 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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